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	Abstrak

	
	Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, padahal sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ADD dalam pembangunan infrastruktur jalan tani menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dan konsistensi instruksi masih perlu diperbaiki. Pada aspek sumber daya, kapasitas pelaksana masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, komitmen pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi koordinasi dan pembagian tugas antar pihak masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta perbaikan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mendukung pembangunan jalan tani sesuai kebutuhan masyarakat.
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	Abstrack

	
	This study aims to examine and analyze the implementation of the 2023 Village Fund Allocation (ADD) policy regarding the construction of farm road infrastructure in Tandung Village, Sabbang District, North Luwu Regency. The study employs a descriptive-qualitative method using a case study approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation analysis. Data analysis was conducted using George C. Edwards III’s policy implementation theory, which encompasses four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the Village Fund Allocation policy for farm road infrastructure in Tandung Village has been carried out, though certain aspects require strengthening. Regarding communication, while policy information has been disseminated through coordination and outreach activities, the process has not yet functioned optimally. The aspects of resources, disposition, and bureaucratic structure have supported policy implementation, despite lingering challenges concerning coordination and the division of roles among relevant stakeholders. The study concludes that the successful implementation of the Village Fund Allocation policy for farm road infrastructure requires strengthened communication, enhanced implementer capacity, and more effective coordination between the village government and the community.



Pendahuluan
Pembangunan desa merupakan bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat serta hak asal-usul desa. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa memerlukan dukungan pendanaan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan yang diterima desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan tentang desa, termasuk Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya (Republik Indonesia, 2014a; Republik Indonesia, 2014b). Dengan demikian, pelaksanaan ADD tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Salah satu kebutuhan pembangunan yang penting bagi masyarakat perdesaan adalah infrastruktur jalan yang mendukung kegiatan ekonomi, termasuk jalan tani. Infrastruktur jalan tani berperan dalam menunjang akses masyarakat menuju lahan pertanian serta mendukung mobilitas hasil pertanian. Oleh karena itu, pembangunan jalan tani perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian. Namun, ketersediaan anggaran belum dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Keberhasilan suatu program juga dipengaruhi oleh proses implementasi, termasuk komunikasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan mekanisme kerja organisasi. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan empat faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi kebijakan publik. Kerangka tersebut relevan digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan pendanaan desa dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Persoalan implementasi kebijakan pendanaan desa dalam pembangunan infrastruktur telah dibahas dalam sejumlah penelitian terdahulu. Hariadi (2020), misalnya, meneliti implementasi kebijakan ADD dalam pembangunan infrastruktur jalan perkebunan di Desa Padangin, Kabupaten Tabalong. Penelitian tersebut secara khusus membahas pelaksanaan kebijakan ADD pada pembangunan jalan serta faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini memiliki kedekatan dengan kajian di Desa Tandung karena sama-sama menempatkan ADD dan pembangunan akses jalan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan sebagai fokus pembahasan. Meskipun demikian, perbedaan lokasi penelitian membuat konteks pelaksanaan kebijakan dan persoalan yang dihadapi perlu dikaji secara tersendiri. Temuan pada satu desa tidak dapat langsung digunakan untuk menjelaskan kondisi implementasi kebijakan di desa lainnya (Hariadi, 2020). Penelitian Luthfi dkk. (2020) mengevaluasi keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan desa yang berkaitan dengan pendanaan desa di Kabupaten Purbalingga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan tidak cukup dinilai dari tersedianya pendanaan atau terlaksananya kegiatan fisik. Aspek perencanaan, kualitas sumber daya manusia, komitmen pelaksana, manfaat infrastruktur, dan pemeliharaan juga menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan. Kajian ini memperkuat pemahaman bahwa hasil pembangunan infrastruktur perlu dilihat bersama dengan proses pelaksanaan kebijakan yang mendasarinya. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut adalah evaluasi keberhasilan infrastruktur jalan desa di beberapa lokasi, sedangkan penelitian di Desa Tandung diarahkan pada implementasi kebijakan ADD Tahun 2023 dalam pembangunan jalan tani dengan menggunakan dimensi implementasi kebijakan Edwards III (Luthfi dkk., 2020).
Penelitian lain yang di lakukan oleh, Murliasari (2021) mengkaji implementasi kebijakan afirmasi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa. Penelitian tersebut menekankan peran pemerintah desa dan pentingnya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan serta keberlanjutan hasil pembangunan. Kajian Anggraeni, Said, dan Ilyas (2022) mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tadewa juga membahas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan. Kedua penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa tata kelola pendanaan dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam pembangunan desa. Namun, keduanya tidak secara khusus mengkaji implementasi kebijakan ADD Tahun 2023 untuk pembangunan jalan tani di Desa Tandung berdasarkan empat dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Murliasari, 2021; Anggraeni dkk., 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai pendanaan desa dan pembangunan infrastruktur telah dilakukan dalam berbagai konteks. Meskipun demikian, penelitian yang dibahas di sini memiliki fokus khusus pada implementasi kebijakan ADD Tahun 2023 dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Kekhususan kajian ini terletak pada penelaahan proses implementasi kebijakan melalui empat dimensi Edwards III, sehingga analisis tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan pembangunan, tetapi juga pada penyampaian informasi kebijakan, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi dan pembagian tanggung jawab antar pihak terkait. Dengan demikian, kebaruan kontekstual penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi ADD untuk pembangunan jalan tani pada lokasi dan tahun anggaran yang spesifik. Pernyataan kebaruan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa belum pernah ada penelitian serupa di tempat lain, melainkan untuk menegaskan fokus dan konteks empiris yang membedakan penelitian ini dari kajian terdahulu.
Urgensi penelitian ini berangkat dari kondisi awal yang diuraikan dalam naskah penelitian. Berdasarkan wawancara awal dengan kepala desa sebagaimana dicatat oleh peneliti, ADD tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tani karena juga dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, tunjangan, dan operasional pemerintahan. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa hampir 90% masyarakat Desa Tandung bekerja sebagai petani. Informasi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat setempat. Namun, angka proporsi penduduk yang bekerja sebagai petani perlu diperkuat dengan data profil desa atau dokumen resmi apabila akan digunakan sebagai data statistik. Demikian pula, penggunaan ADD untuk berbagai kebutuhan pemerintahan perlu dijelaskan berdasarkan dokumen anggaran dan ketentuan pengalokasian yang berlaku, agar tidak menimbulkan kesan bahwa alokasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan sendirinya merupakan penyimpangan kebijakan. Permasalahan penelitian terletak pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan sejauh mana proses implementasinya mendukung pembangunan jalan tani sesuai kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang meliputi kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan ADD dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung.

Hasil dan Diskusi
Bagian ini membahas implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Analisis menggunakan teori George C. Edward III dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan serta kendala yang dihadapi.

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung belum berjalan secara optimal. Penyampaian informasi mengenai kebijakan pembangunan telah dilakukan kepada masyarakat, tetapi koordinasi dan penyampaian informasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa masih menghadapi kendala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya menjamin kesamaan pemahaman seluruh pihak yang terlibat.
Dalam teori implementasi kebijakan Edward III, komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Ketiga unsur tersebut diperlukan agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai tujuan. Pada kasus Desa Tandung, persoalannya bukan hanya apakah informasi telah disampaikan, melainkan juga apakah informasi tersebut diterima secara tepat dan dipahami secara konsisten oleh pelaksana serta masyarakat. Dengan demikian, komunikasi perlu diperkuat melalui penyampaian informasi yang terarah dan koordinasi yang lebih teratur antarpihak.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Riadi et al. (2020) di Desa Tolole, Kabupaten Parigi Moutong, yang menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi ADD (Alokasi dana desa) masih perlu ditingkatkan karena sosialisasi belum menjangkau seluruh pihak secara optimal. Kesamaan kedua penelitian terletak pada pentingnya penyampaian informasi yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan ADD (Alokasi dana desa). Namun, penelitian di Desa Tandung juga menyoroti koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sebagai bagian yang perlu diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan perlu dilihat bukan hanya dari kegiatan sosialisasi, tetapi juga dari kelancaran hubungan kerja antarpelaksana.

Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya mendukung pelaksanaan kebijakan ADD, tetapi masih terdapat keterbatasan pada kapasitas teknis pelaksana dan ketersediaan tenaga ahli pembangunan. Penelitian ini mencatat bahwa latar belakang pendidikan aparatur desa mendukung kegiatan perencanaan anggaran dan pelaporan. Namun, penelitian ini kesimpulan juga menyebutkan bahwa keterampilan teknis dan ketersediaan tenaga ahli bangunan masih belum memadai. Oleh karena itu, sumber daya belum dapat dinilai sepenuhnya memadai untuk mendukung seluruh tahapan pembangunan jalan tani.
Menurut Edward III, sumber daya meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Dalam pembangunan infrastruktur, kapasitas administrasi perlu disertai kemampuan teknis agar perencanaan dan pelaporan dapat diikuti pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kebutuhan. Temuan di Desa Tandung memperlihatkan bahwa kemampuan administrasi dan kemampuan teknis merupakan dua aspek yang perlu diperhatikan secara bersamaan. Keterbatasan tenaga ahli dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan meskipun proses administrasi telah berjalan.
Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Riadi et al. (2020), yang menemukan bahwa keterbatasan kualifikasi pendidikan, kapasitas aparatur, serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala implementasi ADD di Desa Tolole. Kesamaan ini memperlihatkan bahwa ketersediaan sumber daya tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan aparatur atau tersedianya anggaran saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan kompetensi dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Desa Tandung, peningkatan kapasitas teknis dan dukungan tenaga ahli menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan jalan tani dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Disposisi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di Desa Tandung memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pembangunan infrastruktur jalan tani. Penelitian juga menjelaskan adanya pemberian insentif kepada pekerja sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, temuan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aspek disposisi telah berjalan optimal, terutama karena komitmen pelaksana perlu didukung oleh pelaksanaan tugas yang konsisten dan mekanisme kerja yang jelas.
Dalam teori Edward III, disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kecenderungan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Komitmen diperlukan agar pelaksana tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga berupaya mencapai tujuan kebijakan. Sementara itu, insentif dapat menjadi salah satu bentuk dukungan bagi pelaksana, tetapi keberadaannya tidak secara otomatis membuktikan keberhasilan implementasi. Pelaksanaan tugas tetap perlu ditunjang pembagian tanggung jawab, kemampuan teknis, serta koordinasi yang memadai.
Penelitian Rantung et al. (2019) mengenai implementasi kebijakan ADD di Desa Koreng, Kecamatan Tareran, juga menempatkan komitmen, kejujuran, dan sikap pelaksana sebagai aspek penting dalam disposisi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kebijakan ADD. Dalam kasus Desa Tandung, tanggung jawab pelaksana merupakan modal pendukung, tetapi pelaksanaannya tetap perlu dihubungkan dengan kemampuan teknis dan kejelasan pembagian tugas agar komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam proses pembangunan.

Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Tandung telah memiliki mekanisme kerja, tetapi koordinasi dan pembagian tanggung jawab antarunsur pelaksana belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ketidakjelasan pembagian tugas dapat menimbulkan kebingungan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dan menghambat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, keberadaan mekanisme formal belum sepenuhnya menjamin bahwa hubungan kerja antarunsur pelaksana berlangsung efektif.
Menurut Edward III, struktur birokrasi mencakup prosedur operasional dan pembagian tanggung jawab yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Prosedur yang jelas diperlukan agar kegiatan berjalan secara terarah, sedangkan pembagian tugas membantu setiap pelaksana memahami kewenangan dan tanggung jawabnya.
Temuan di Desa Tandung memperlihatkan bahwa mekanisme kerja perlu diikuti dengan kejelasan tugas dan koordinasi yang konsisten. Tanpa kedua hal tersebut, prosedur formal berisiko tidak cukup untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berlangsung secara efektif.
Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Purnawan et al. (2023) mengenai implementasi kebijakan prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong, Kabupaten Garut. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa telah memiliki acuan kerja, tetapi implementasi kebijakan secara keseluruhan belum berjalan maksimal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberadaan dokumen atau prosedur formal perlu disertai pelaksanaan yang transparan dan konsisten. Pada kasus Desa Tandung, perhatian khusus perlu diberikan pada kejelasan pembagian tanggung jawab dan koordinasi antarunsur yang terlibat dalam pembangunan jalan tani.

Sintesis Hasil dan Diskusi
Berdasarkan empat indikator Edward III, implementasi kebijakan ADD untuk pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung menunjukkan adanya dukungan dari aparatur dan mekanisme pelaksanaan, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala. Komunikasi antara pihak terkait belum sepenuhnya optimal, sumber daya teknis masih perlu diperkuat, komitmen pelaksana perlu ditunjang sistem kerja yang memadai, serta koordinasi dan pembagian tanggung jawab masih perlu diperjelas.
Perbandingan dengan penelitian Riadi et al. (2020), Rantung et al. (2019), dan Purnawan et al. (2023) menunjukkan bahwa persoalan komunikasi, kapasitas sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi juga ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa di lokasi lain. Meskipun demikian, kondisi setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda sehingga hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding analitis, bukan sebagai dasar untuk menyamakan seluruh temuan.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ADD tidak cukup dinilai dari tersedianya mekanisme administrasi atau adanya keterlibatan pelaksana. Pelaksanaan kebijakan juga memerlukan penyampaian informasi yang jelas, dukungan sumber daya yang sesuai kebutuhan, komitmen pelaksana, serta koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang efektif. Oleh karena itu, perbaikan implementasi kebijakan di Desa Tandung perlu diarahkan pada penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas teknis, dan penataan hubungan kerja antarpelaksana.

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, telah dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, masih ditemukan kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antarpihak belum berjalan secara optimal, terutama dalam koordinasi dan penyampaian informasi. Dari aspek sumber daya, kemampuan administrasi aparatur telah mendukung perencanaan dan pelaporan, tetapi kapasitas teknis serta ketersediaan tenaga ahli pembangunan masih perlu diperkuat. Pada aspek disposisi, tanggung jawab pelaksana menjadi salah satu unsur pendukung, sedangkan pelaksanaannya masih perlu ditunjang oleh sistem kerja yang memadai. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, mekanisme kerja telah tersedia, tetapi koordinasi dan pembagian tanggung jawab antarunsur pelaksana belum sepenuhnya jelas.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ADD tidak cukup hanya mengandalkan keterlibatan aparatur dan keberadaan prosedur administratif, tetapi juga memerlukan komunikasi yang jelas, sumber daya yang sesuai kebutuhan, komitmen pelaksana, serta koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, meningkatkan kapasitas teknis aparatur serta melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan pembangunan, dan memperjelas pembagian tugas serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar penggunaan ADD lebih transparan, sesuai kebutuhan masyarakat tani, dan mendukung keberlanjutan pembangunan jalan tani di Desa Tandung.
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